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PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR TII TAHUN AT2I

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KER.IA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.IO,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Perahrran Daerah l(abupaten Rrrworejo Nomor 4
Tatrun 2O2L tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah I(abupaten Rrnrorejo, perlu
menetapkan Peratrrran Bupati tentang Pembentrrkan,
Kedudukan, Susunart Organisasi, Tugas dan F\rngsi
serta Tata Kerja Sahran Pendidikan Non Formal Dinas
Pendidilran dan Kebudayaan Kabupaten h.rrworejo.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembenhrkan Daeratr-daeratr l(abupaten Dalam
Linglmngan Propinsi Jawa Tengatr (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambatran
Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telatr diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Irembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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4. Peraturan
tentang
Republik

Nomor 18 Tahun
Peranglat Daerah (Lembaran N
Indonesia Tahun 2016 Nomor

20L6
egara
tL4,

Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- fto*ot 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit

Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) , sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Atas Peraturan
Nomor L8 Tahun 2Ot6 tentang Perang[at Daeralt

Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik

Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
Nomor 14

Susrrnan
6. Peraturan Daerah I(abuPaten Purworejo

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Perangl<at Daerah KabuPaten Purworejo
Daerah l(abuPa.ten Tahun 2021 Nomor 4,

PurworejoTambahan lcmbaran
Nomor 4).

Daerah KabuPaten

PERATURAN TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KER,.IA SATUAN
NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWORE.IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daera-h adalah Kabupaten Purworejo.
UrusanDaerah adalah

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsiP otonomi seluas luasnYa dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan RePublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

2-

pemerintahan daerah yang
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

adalah Bupati Purworejo.
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This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


5. Dinas Pendidikan dan yang selanjutnya di sebut
DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Purworejo.

6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnYa di
sebut Kepala DINDIKBUD adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan KabuPaten

7. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat SPNF'

adalah unsur Pelaksana tugas teknis pada DINDIKBUD Yang
kegiatan teknis dan/atau kegiatan

teknis penunjang di
8. Kepala Pendidikan

bidang nonformal.
Nonformal yang selanjutrrya disebut KePala

Satuan Pendidikan, adalah kepala unit kerja pada DINDIKBUD
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

yang berisi fungsi9. Jabatan adalah sekelompok jabatan
dan tugas berkaitan dengan PelaYanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan tertentu.

10. Pejabat adalah Pegawai Aparatur sipil Negara Yang
Jabatan Fungsional pada Instansi

BAB II

, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SPNF pada DINDIKBUD.

(2) SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT tipe A'

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) SPNF berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala DINDIKBUD.

(2) SPNF
yang dijabat oleh

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Pamong Belajar sesuai ketentuan peraturan
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a.
b.

c.
d.

Bagian Ketiga
T\rgas

Pasal 4

SPNF mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis
pendidikan nonformal.

pada DINDIKBUD di bidang

Bagran Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
SPNF menyelenggarakan fungsi:

pelayanan pendidikan nonformal;
pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik
dan masyarkat;

administrasi pada SPNF; dan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala

sesuai bidang tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagan Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi SPNF terdiri dari:
a. Kepala;
b. Urusan Tata Usaha;dan
c. Jabatan Fungsional.

(2) Bagarr Organisasi SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

bagan tidak
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Bagian Kedua
Kepala

Pasal 7

Kepala dimaksud pada Pasal 6 ayat (l) huruf a,

mempunyai tugas tugas dan fungsi SPNF

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha

Pasal 8

(1) Urusan Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepadaKePala SPNF.

(2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Urusan.

Pasal 9

Umsan Tata Us$a ugas:
melaksanakan urusan administrasi

peserta didik;
kepegawaian;

meLaksanakan urusan administrasi keuangan;
melaksanakan urusan administrasi sarana dan prasarana;
melaksanakan urusan administrasi hubungan masyarakat;

urusan persuratan;
melaksanakan urusan administrasi pengarsipan;
melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;

urusan rumah tangga;
urusan tata usaha;

melaporkan pelaksanaan tugas;dan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala'

Bagran Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal lO

(1) Jabatan Fungsional sebagai pelaksana teknis
fungsional pada Satuan Pendidikan Nonformal.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan
kepada Jabatan Penga.was.

bertanggung jawab secara langsung

a.
b.
c.
d.
e,
f.
c.
h.
i.
t.
k
t.
m.

urusan
urusan
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(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pa.da
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

Pasal 1l

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

BAB IV

TATA KER.'A

Pasal 12

Kepala SPNF, Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional
dalam tugas peraturan
undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala
dalam
yang

SPNF, Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan
pnnsrptugasnya

meliputi
monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala SPNF dan Kepala Urusan Tata
Usaha wajib prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkup SPNF yang bersangkutan maupun
antar satuan organisasi sesuai dengan ttrgas masing- masing.

(2) Sehubungan dengan penerapan prinsip
sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1),
tugas SPNF dibawah koordinasi DINDIKBUD.
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(1) Kepala
dafam

Pasal 15

SPNF dan Kepala Urusan Tata Usaha jawab
dan memberikan

(2) Kepda SPNF dan Kepala Urusan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan

serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-
maslng.

Tata Usaha wajib mengikuti dan
bertanggung jawab pada atasan

masing-masing serta menyampaikan laporan tepat walrhr.

(3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala SPNF dan Kepala Urusan Tata Usaha dapat

tembusan Laporan kepada satuan organisasi l,ain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala SPNF dan Kepala Urusan
Tata Usaha dari bawahan w4jib diolah dan dalam
penJrusunan laporan lebih lanjut dan dliadikan bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional menyampaikan
laporan kepada Kepala SPNF, dan berdasarkan laporan tersebut
Kepala urusan Tata Usaha menJrusun laporan berkala Kepala SPNF
kepada Kepala DINDIKBUD.

v

KEPEGAIIIAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diahrr
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala SPNF, Kepala Urusan Tata Us$a dan Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 9l Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susrrnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidilran Nonformal
Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Purworejo (Berita Daerah l(abupaten Punvorejo Tahun 2016 Nomor 91
Seri D Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal L Jant:eri2O22.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanegal : tl Sqtrtre 2l2i

I BUPATI PURWORE.IO I
Co

( AGUS BA

Q 
SEKRETARIS DAERAH TABUPATEN PURWORE.'O,

A
Diundangkan di : Punrorejo
pada tangg;al :21 tr'trlrr 8a21

{ saro RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
1611g1r12l2lIOMORl1 TSERI I NOMOR,
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I.A.MPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR 1ll 151gP allt
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KEzuA SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWORE.IO

BAGAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWORE.IO

( iB PURWOREIOI
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